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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan interpretasi atas hasil penelitian, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa:  

1. PT CIU Insurance memilih menggunakan metode net dikarnakan PT CIU Insurance 

sudah mampu untuk menanggung beban pajak PPh21 karyawannya secara finansial. 

PT CIU Insurance juga memilih metode net karna metode ini adalah metode yang 

cocok atau yang memungkinkan yang dapat dipakai oleh PT CIU Insurance. Yang 

dimaksud dengan cocok atau sesuai dengan perusahaan adalah karena, dengan 

memotong PPh21 sebulan karyawannya maka gaji yang akan dibawa pulang oleh 

karyawannya akan lebih sedikit jika mnggunakan metode net, tetapi walapun gaji 

karyawannya sudah dipotong oleh perusahaan, karyawan tersebut tidak akan 

membayar pajak nya secara pribadi kepada pemerintah yang mana dengan membayar 

pajak ke pemerintah karyawan tersebut akan memakai gaji yang telah diperoleh. 
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2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan kesimpulan dari perhitungan 

tersenut adalah jika menggunakan net method gaji yang bisa dibawa pulang 

sebesar Rp. 7.205.705 dimana PPhnya telah di potong oleh perusahaan dan 

akibat dari pemotongan PPh tersebut gaji yang harus di potong sebesar 

Rp.112.096 yang bersifat nondeductable expenses. Dalam metode ini 

perusahaan tidak diuntungkan karena akan dikoreksi secara fiskal positif 

sehingga PPh perusahaan bertambah, sementara karyawan mendapat 

kenikmatan berupa pembayaran kewajiban yang menjadi tanggungannya oleh 

perusahaan. Jika menggunakan metode gross Pada gross method, Pajak 

Penghasilan Pasal 21 karyawan sebesar Rp 1.345.146, ditanggung sendiri oleh 

karyawan. Pada metode ini karyawan merasa tidak diuntungkan atas 

pemotongan pajak langsung dari gaji sehingga menyebabkan take home pay 

berkurang. Bagi beberapa  perusahaan metode ini tidak menimbulkan pengaruh 

pada laba dan tidak dikoreksi secara fiskal positif. Perusahaan hanya 

memungut, melaporkan dan menyetorkan kepada negara. Sedangkan jika 

menggunakan metode gross up perusahaan memberikan tunjangan pajak sama 

besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan. tunjangan 

Rp 1.544.508 bersifat taxable, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan 

total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan apabila 

menggunakan metode net, dan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah 



 
 

 
 

terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan 

bersifat deductable expenses, tidak dikoreksi secara fiskal positif, 

mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil 

untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas 

penerapan metode grossup. 

3. Bagi pihak perusahaan, berdasarkan beberapa metode yang telah dijelaskan 

metode yang lebih efisien dengan mengunakan 3 metode tersebut adalah 

metode gross up. Dengan menerapkan metode gross-up, jumlah yang dikeluarkan 

perusahaan memang terbesar diantara ketiga metode tersebut, namun tunjangan pajak 

yang dikeluarkan perusahaan merupakan deductable expenses sehingga tidak akan 

dikoreksi secara fiskal positif. Hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak 

perusahaan lebih kecil, yang mengakibatkan terjadinya penghematan pajak 

perusahaan. 

 

B. Saran  

1. Dari hasil analisis data dan kesimpulan yang diperoleh, disarankan perusahaan 

menggunakan metode gross-up dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas 

karyawan. Metode gross-up memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak 

yaitu karyawan dan perusahaan. Dengan metode ini, PPh Pasal 21 yang disetor 

memang paling besar diantara semua metode, namun ada nilai lebih yang 

didapat karyawan yaitu penghasilan bruto bertambah dan take home pay tidak 

berkurang. Bagi perusahaan, tunjangan yang diberikan bersifat deductable 
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expenses, tidak 14 dikoreksi secara fiskal positif, sehingga menghemat beban 

pajak perusahaan. 

2. Perusahaan dalam menghitung,memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

karyawan sebaiknya berdasarkan aturan terbaru atau yang terupdate supaya 

perushaan tersebut tidak tertinggal dari perusahaan yang lainnya dengan 

berdasarkan peraturan dirjen pajak yang terbaru 
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